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Abstract
This writing is due to explain about how politics analysis related to the proposition of the district expansion of Simalungun, North Sumatera and factors influenced the process of expanding the District. The Method of this research is Descriptive Qualitatif. Technique of collecting data is by using direct observation to the object observed, which the researcher will do an interview to the informan related to the research being observed. Population of the Research are the Manager of Expantion Preparation Agency to District Simalungun, Special Agency of House of Representatives in District Simalungun, Component Secretary of House of Represntative in District Simalungun and Jurnalism.

The Result of the Research will show that the political Process about the expansion plan, consist of some steps, such as collecting and filtering people's aspiration, designing the Agency of Expansion's Plan, Align of Agreement to the related Agency (executive and judicative) regional and  central area. Furtherly, to the political dynamic and political negitiation in level of district, province and central which may effect to the delaying the District Expansion, North Sumatera.
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PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Latarbelakang munculnya usulan tentang pemekaran daerah kabupaten Simalungun dipertimbangkan dari dasar pemikiran dan aspirasi masyarakat yaitu Kabupaten Simalungun terdiri atas dua daerah yang saling bertolak belakang dari segi Geografi dan Demografi.  Daerah Simalungun bagian Atas umumnya terdiri dari dataran tinggi, pegunungan, dan masyarakatnya hidup dari pertanian, nelayan danau dan sektor jasa angkutan serta pariwisata. Sedangkan daerah Simalungun bagian Bawah umumnya terdiri dari daerah datar dan merupakan daerah yang subur dan lebih makmur/maju dari daerah Simalungun bagian Atas, umumnya di daerah ini menjadi daerah perindustrian, perdagangan, serta masyarakat yang heterogen dan majemuk.
Rata-rata lama waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat Pemerintahan menjadi aspirasi munculnya aspirasi ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1

Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke Pusat Pemerintahan Di kabupaten Simalungun

	No
	Kecamatan
	Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan

	1
	Silimakuta
	51 menit

	2
	Purba 
	28 menit

	3
	Dolok Pardamean
	52 menit

	4
	Sidamanik
	1 jam 15 menit

	5
	Girs. Sipangan Bolon
	1 jam 51 menit

	6
	Tanah Jawa
	1 jam 16 menit

	7
	Huta Bayu Raja
	1 jam 33 menit

	8
	Dolok Panribuan
	1 jam 08 menit

	9
	Jorlang Hataran
	60 menit

	10
	Panei
	27 menit

	11
	Raya
	-

	12
	Dolok Silou
	1 jam 21 menit

	13
	Silau Kahean
	3 jam 10 menit

	14
	Raya Kahean
	45 menit

	15
	Dolok Batu Nanggar
	1 jam 24 menit

	16
	Tapian Dolok
	1 jam 03 menit

	17
	Siantar
	45 menit

	18
	Bandar
	1 jam 46 menit

	19
	Pematang Bandar
	1 jam 40 menit

	20
	Bosar Maligas
	2 jam 09 menit

	21
	Ujung Padang
	2 jam 49 menit

	Kabupaten Simalungun
	23 jam 73 menit


Sumber: Data diolah, 2014
Berdasarkan data yang ada ditabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah waktu perjalanan dari kecamatan Raya sebagai ibukota Kabupaten menuju wilayah cakupannya. Waktu perjalanan yang paling lama yaitu dari kecamatan Silau Kahean dengan lama tempuh yaitu 3 jam 10 menit. Dengan rata-rata lama waktu perjalanan ke pusat pemerintahan dari kecamatan-kecamatan lainnya adalah 1 jam 13 menit.
Dengan adanya dasar pemikiran dan aspirasi dari masyarakat tersebutlah sehingga pemerintah kabupaten Simalungun membentuk Tim Penelitian untuk menindak lanjuti kelayakan pemekaran daerah. Tim Penelitian terdiri dari pemerintah kabupaten Simalungun, pihak akademis (kabupaten dan provinsi) dan para ahli. 
Berdasarkan hasil Peneltian Awal dan Pengkajian Rencana Pemekaran Kabupaten Simalungun  pada tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang dilaksanakan oleh Tim Penelitian Awal dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/8106-Bppd tanggal 5 september 2002 tentang Pembentukan Tim Penelitian Awal dan Pengkajian Rencana Pemekaran Kabupaten Simalungun, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 yang terdiri atas indikator kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Simalungun layak/lulus untuk dimekarkan menjadi dua atau tiga daerah otonom. Hasil kajian ini juga menjabarkan dampak positif dilakukannya pemekaran antara lain jumlah DAU untuk total kabupaten Simalungun akan lebih besar, pemberdayaan masyarakat menjadi lebih langsung dan akses terhadap pelayanan menjadi lebih mudah.
Penjabaran ataupun petunjuk teknis daripada pasal 5 ayat 1, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pada Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang menjelaskan tata cara penilaian pembentukan/ pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota yaitu dengan menggunakan 7 kriteria/syarat dengan menggunakan 19 indikator dan 43 sub indikator adalah bertujuan untuk lebih mempermudah atau menjadi bahan pengambilan keputusan penentuan pilihan terhadap alternatif yang ada. 

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Total Score Alternatif I Pembentukan Calon Kabupaten Induk dan Calon Kabupaten Pemekaran.
	NO
	Kriteria/ Syarat
	Simalungun
	Score Minimal Kelulusan
	Calon Kabupaten

	
	
	
	
	Induk
	Pemekaran 

      A
	Pemekaran

     B

	1
	Kemampuan Ekonomi
	2.250
	1.500
	1.875
	2.250
	2.750

	2
	Potensi Daerah
	35.420
	18.400
	36.800
	35.420
	30.360

	3
	Sosial Budaya
	360
	240
	400
	480
	360

	4
	Sosial Politik
	120
	80
	100
	120
	140

	5
	Jumlah Penduduk
	45
	45
	30
	45
	60

	6 
	Luas Daerah
	405
	205
	315
	405
	450

	7
	Perkembangan lainnya
	500
	325
	525
	525
	400

	TOTAL SCORE
	39.100
	20.795
	40.045
	39.245
	34.520


Statistik:
Total Score Calon Kabupaten Induk > Total Score Kabupaten Simalungun


Total Score Calon Kabupaten Pemekaran A > Total Score Kabupaten 


Simalungun



Total Score Calon Kabupaten Pemekaran B < Total Score Kabupaten 


Simalungun.

Dengan arti, bahwa dari 3 calon kabupaten layak/lulus meskipun dimaksud ada satu calon kabupaten (pemekaran B) yang kesejahteraan masyarakat secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Simalungun sebelum dimekarkan, sementara dua calon kabupaten lainnya (induk dan pemekaran A) menunjukkan ke arah yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil kajian awal pada tahun 2003 tersebut tentu saja Pemerintah Kabupaten Simalungun telah memiliki dasar yang kuat yaitu kelayakan teknis persyaratan untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat tentang usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun. Meskipun telah memiliki dasar yang kuat dan telah menghabiskan dana anggaran daerah yang tidak sedikit untuk melakukan penelitian uji kelayakan namun hingga tahun 2008 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 yang baru tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sebagai revisi PP No.129 Tahun 2000, proses pemekaran daerah ini tidak dapat terwujud.
Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) isu tentang usulan pemekaran daerah selalu muncul sebagai penghangat pesta demokrasi di daerah Kabupaten Simalungun, dimana hingga tahun 2014 telah melewati 3 periode kepemimpinan Bupati. Menimbang tetangga Kabupaten Simalungun yakni Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Toba Samosir yang telah semakin maju dan dapat menyerap tenaga kerja lokal setelah melaksanakan pemekaran daerah.  

Dari paparan di atas proses pemekaran di Kabupaten Simalungun telah sejak lama bergulir  dan terkesan mati suri, tahun 2002 telah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh pihak pemerintah Kabupaten Simalungun, akademis dan para ahli yang menyatakan layak/lulus dimekarkan menjadi dua atau tiga calon daerah kabupaten pada tahun 2003. Namun meskipun telah melewati 3 masa kepemimpinan Bupati Kabupaten Simalungun aspirasi masyarakat terhadap usulan pemekaran daerah tidak terealisasi. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “ Analisis Politik terhadap Proses Usulan Pemekaran Daerah Kabupaten Simalungun”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang permasalahan, maka penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa proses usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun sejak tahun 2002 belum selesai?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian adalah mengaju pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui bagaimana dinamika yang berlangsung dalam proses politik pemekaran daerah di Kabupaten Simalungun, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses usulan pemekaran daerah di Kabupaten Simalungun.

D. Kerangka Pememikiran Teoritis

Desentralisasi

Di Indonesia pemaknaan desentralisasi tertuang dalam undang-undang pemerintahan daerah yang pernah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menegaskan desentralisasi sebagai penyerahan urusan, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang Undang No.32 Tahun 2004 menegaskan desentralisasi sebagai penyerahan wewenangan pemerintahan.
 Dimana, Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah

Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Dari berbagai rumusan otonomi daerah diatas maka otonomi daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Pemekaran Daerah
Dalam  perkembangannya  ada  beberapa  prinsip  kebijakan  pemekaran  daerah dimana   tujuan    pembentukan,   pemekaran,   penghapusan,  dan   penggabungan   daerah  adalah  untuk   meningkatkan   kesejahteraan   rakyat   melalui  peningkatan  pelayanan, percepatan   demokrasi,  percepatan,  perekonomian  daerah,   percepatan   pengelolaan   potensi   daerah,   peningkatan keamanan, dan  ketertiban  serta  peningkatan  hubungan serasi  antara  pusat  dan daerah.  Dengan  demikian,  setiap  kebijakan  pemekaran    dan   pembentukan   suatu   daerah   baru   harus  menjamin  tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Bagi pihak-pihak yang berpandangan positif terhadap pemekaran, maka pemekaran wilayah merupakan instrumen penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek span of control, dan merebut dana perimbangan dari pusat.
 Sebaliknya sudut pandang yang bersebrangan, pemekaran adalah cara pusat untuk memecah belah daerah dan menguasainya (devide and rule) seperti yang banyak dipraktekan ketika Van Mook membentuk negara-negara boneka guna menghancurkan Republik Indonesia.

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat  bahwa persiapan dalam pemekaran wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/ kota dan kemudian ke propinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Gambar 1. 1. Proses Pengusulan Wilayah Pemekaran di Tingkat Daerah









Gambar dibawah ini akan menjelaskan tentang tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut pasal 16 PP No. 129 Tahun 2000, yang terdiri:
1. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan.

2. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri  Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan propinsi, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

4. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Berdasarkan rekomendasi pada huruf d, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi  Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lapangan.

5. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan sarana dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi Daerah. Usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

6. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.

7. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.
Gambar 1. 2. Tahapan dan Prosedur Pembentukan Kabupaten/ Kota
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Pada pasal 114 PP No.78/2007 menyebutkan persyaratan/prosedur pemekaran daerah sebagai berikut:
1. Adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk desa, atau Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang dimekarkan.

2. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;

3. Bupati/Walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi tersebut dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.

4. Keputusan bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan: 1) dokumentasi aspirasi masyarakat; 2) keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

5. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi;

6. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD Provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada presiden melalui menteri dengan melampirkan: 1) hasil kajian daerah; 2) peta wilayah calon provinsi; 3) keputusan DPRD kabupaten/kota; 4) keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur.
Peran-peran pihak Pemekaran Daerah

Kajian Daerah

Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota yang secara legalistik formal disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri. Faktor-faktor teknis yang dimaksud adalah penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator seperti yang tercantum dalam lampiran PP. No. 78/2007.
Peran Masyarakat


Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses  pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota)

Mengeluarkan surat pernyataan menyetujui ataupun sebaliknya. Surat keputusan DPRD ini merupakan kelengkapan persyaratan administratif (syarat pertama) yang wajib dipenuhi oleh setiap daerah yang menghendaki pembentukan, penggabungan atau penghapusan daerah. Hasil keputusan DPRD kab/kota tersebut akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan DPRD Provinsi induk setelah melalui pembahasan rapat paripurna.

Peran Bupati/ Walikota
Dalam konteks pemekaran wilayah, maka bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota yang didasarkan atas hasil kajian daerah. Kajian daerah yang dimaksud tertuang dalam pasal 14 huruf c dan merupakan persyaratan teknis seperti yang telah dipaparkan di atas. Apabila keputusan masing-masing bupati/walikota cakupan calon provinsi terpenuhi, maka harus ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota tentang persetujuan pembentukan calon provinsi dan disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

Peran Gubernur dan DPRD Provinsi


Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, maka usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diminta persetujuannya.
Peran Mendagri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Mendagri membentuk tim untuk melakukan penelitian tehadap usulan pembentukan provinsi dan menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang ditindak lanjuti ke Presiden oleh Mendagri. DPOD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 28/2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Susunan keanggotaan DPOD terdiri atas Menteri Dalam Negeri (selaku ketua), Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manuisa, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menterei Negara Perencanaan Pembangunan/KBPPN, Sekretaris Kabinet, Perwakilan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), dan 3 (tiga) orang Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan dengan masa tugas anggota selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 
Jika dalam hal DPOD  memandang perlu melakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, maka DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian itulah DPOD akan bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.
  E. Metode Penelitian


Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yang menitik beratkan pada penelitian kualitatif karena penulis mengutamakan kualitas data dan bukan pada kekuatan data yang bersifat statistik.

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analistis yang bersifat deskriptif analistis yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan suatu segala yang ditentukan dan menganalisa gejala tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Informan
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

a. Ketua Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Simalungun

b. Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Simalungun

c. Anggota Sekretariat Kabupaten Simalungun

d. Kewartawanan/jurnalisme

Sumber data

a. Sumber data primer

Data yang secara langsung diambil menggunakan wawancara dan observasi langsung ke obyek penelitian. Mencakup wawancara dengan aktor-aktor atau pihak yang terlibat dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Simalungun.

b. Sumber data sekunder

Data-data yang terdokumentasi dan memiliki kebutuhan dalam melakukan penelitian, seperti data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku diperpustakaan, notulen-notulen rapat dan juga arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang mudah, tepat dan sistematis.
Wawancara


Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden, sebab wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survey dengan bertanya langsung. Wawancar mendalam diharapkan mampu menjelaskan pendapat serta sikapdari para informan terhadap kondisi yang dialami.

Observasi Parsipatoris


Observasi merupakan salah satu tenik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancar) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi)

Studi Pustaka


Dengan membaca buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, arsip-arsip dan media informasi lain maupun sumber-sumber tertulis maupun media cetak yang ada hubunganya denagn masalah yang diteliti.

F. Analisis Data


Analisis Data dalam penelitian ini adalah menggunakan secara deskriptif kualitatif dimana penulis mengulas atau menggambarkan sesuai dengan kenyataan dan fenomena yang terjadi pada saat keluarnya isu pemekaran daerah Kabupaten Simalungun tahun 2014.
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Wacana tentang Pemekaran Daerah Kabupaten Simalungun sudah berkembang sejak Tahun 1960an, hingga tahun 1987 aspirasi masyarakat tentang pemekaran telah disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat kepada pemerintah daerah, namun belum memungkinkan. Pada tahun 2001 aspirasi masyarakat tentang usulan pemekaran datang dari tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda/i sosial, lembaga-lembaga Adat dan Budaya di kecamatan wilayah timur ( 9 kecamatan: Tanah jawa, Huta Bayu Raja, Dolok Batu Nanggas, Tapian Dolok, Siantar, Bandar, Pematang Bandar, Bosar Maligas dan Ujung Padang) yang kemudian diikuti dari wilayah Barat (12 Kecamatan: Silimakuta, Purba, Dolok Pardamean, Sidamanik, Girsang Simpang Bolon, Dolok Panribuan, Jordang Hataran, Panei, Raya, Dolok Silau, Silau Kahean, Raya Kahaean) yang merupakan dukungan kepada Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Simalungun (BPP-KS). Demi tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh perbedaan dari segi Geografi dan Demografi. 

Selama 3 periode kepemimpinan Bupati Simalungun  sejak tahun 2002 hingga tahun 2014 isu Pemekaran daerah Kabupaten Simalungun telah menjadi isu komoditas Politik.


Pada masa kepemimpinan Bupati Jhon Hugo Silalahi (Periode 2000-2005)  telah dibentuk Tim Penelitian Awal untuk mengkaji Kelayakan Pemekaran Daerah Kabupaten Simalungun sesuai PP 129 tahun 2000 yang berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan hasil penelitian bahwa daerah Kabupaten Simalungun setelah dilaksanakan penelitian dan pengkajian dengan menggunakan 7 Kriteria/syarat dengan menggunakan 19 indikator dan 43 sub indikator yaitu daerah Kabupaten Simalungun layak/lulus. Meskipun demikian dinyatakan layak/lulus namun dikarenakan lobi-lobi politik yang belum menemukan titik temu antara Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Simalungun dengan lembaga terkait (eksekutif dan yudikatif) aspirasi masyarakat usulan pemekaran daerah kabupaten Simalungun tidak mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari lembaga terkait, padahal surat pernyataan persetujuan dari lembaga terkait di tingkat daerah menjadi salah satu dasar persyaratan administratif sesuai PP 129 tahun 2000.

Pada masa kepemimpinan Bupati Zulkarnaen Damanik (periode 2005-2010) meskipun telah menemukan dasar yang begitu kuat untuk dilanjutkan ke tahap administratif namun proses usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun tidak dapat berjalan dengan tidak mendapatkan surat pernyataan persetujuan pemekaran daerah dari Bupati hingga masa kepemimpinannya. Lobi-lobi politik pada periode ini berjalan alot, dimana setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga yudikatif namun eksekutif bersikeras tidak mengeluarkan pernyataan persetujuan, sekalipun telah dibentuknya Tim Khusus oleh DPRD Kabupaten Simalungun yang dimaksud dapat menjembatani lobi-lobi politik semua pihak. 


Lobi-lobi politik ini di dasarkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antar lembaga terkait keberlangsungan kepemimpinan dan kekuasaan.


Pada tahun 2008 pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 78 tahun 2007 sebagai pengganti PP No. 129 tahun 2000, dengan dikeluarkannya peraturan yang baru mengakibatkan semakin terkendalanya proses usulan pemekaran daerah sebab BPP-KS, DPRD Kabupaten Simalungun dan Pemerintahan di daerah memerlukan waktu untuk memahami dan mempelajari peraturan yang dikeluarkan pusat.  Namun hingga tahun 2014 belum adanya Penelitian dan Pengkajian Kelayakan Pemekaran Daerah Kabupaten Simalungun sesuai PP No. 78 tahun 2007 yang akurat dan terakhir tahun 2014 hanya masuk menjadi daftar tunggu daerah pemekaran di pusat meskipun telah melengkapi persyaratan administratif. 
H. Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Kajian rencana pemekaran daerah Kabupaten Simalungun sesuai PP No. 129 Tahun 2000 berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibiayai APBD Kabupaten Simalungun membuahkan hasil penelitian bahwa daerah Kabupaten Simalungun setelah dilaksanakan penelitian dan pengkajian dengan menggunakan 7 Kriteria/syarat dengan menggunakan 19 indikator dan 43 sub indikator menyatakan daerah Kabupaten Simalungun layak/lulus secara teknis.


Persyaratan usulan pemekaran daerah harus memenuhi syarat teknis dan administrasi. Persyaratan administrasi yakni pernyataan persetujuan dari lembaga terkait (eksekutif dan yudikatif) di tingkat daerah dan pusat yang berlandaskan persyaratan teknis. Dari keluarnya hasil penelitian kelayakan pemekaran sampai keluarnya PP No. 78 Tahun 2007 sebagai revisi PP No. 129 Tahun 2000 persyaratan administrasi tidak terlengkapi yakni tidak mendapatkan pernyataan persetujuan pemekaran daerah dari Bupati. 

Pada tahun 2010 setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Zulkarnaen usulan tentang pemekaran Kabupaten Simalungun kembali muncul ke permukaan. Usulan pemekaran ini masuk kepada pememimpinan yang baru yaitu Bupati Jopinus Ramly (periode 2010-2015). Selama masa kepemimpinannya proses usulan pemekaran sampai pada tahap pemenuhan persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan PP No. 78 tahun 2007 dengan berlandaskan hasil kajian penelitian kelayakan pemekaran PP No. 129 tahun 2000. Berlandaskan kajian peraturan lama tersebutlah sehingga proses usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun terkesan dipaksakan. 

Proses Usulan Pemekaran daerah Kabupaten Simalungun telah melewati 3 periode kepemimpinan Bupati namun selama 12 tahun tidak berhasil mewujudkan pemekaran daerah. Selama 3 periode kepemimpinan Bupati Simalungun  sejak tahun 2002 hingga tahun 2014 isu Pemekaran daerah Kabupaten Simalungun cenderung hanya dijadikan isu komoditas Politik.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa lobi-lobi politik yang terjadi antar elit lembaga sangat mempengaruhi proses usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun dan pergantian pemimpin di lembaga-lembaga terkait baik di tingkat daerah dan pusat memberikan kendala tersendiri bagi Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Simalungun (BPP-KS) untuk memenuhi syarat administratif, teknis maupun dalam melakukan lobi-lobi politik. Lobi-lobi politik tersebut terkait keberlangsungan masa kepemimpinan dan kekuasaan apabila terjadi pemekaran.

I. Saran

1. Untuk usulan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun diharapkan adanya keselarasan antara lembaga-lembaga terkait (eksekutif dan legislatif) daerah dan pusat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Perlunya dilaksanakannya penelitian dan pengkajian secara teknis terkait peraturan terbaru yaitu PP No. 78/2007.
3. Perlunya dilakukan penelitian tentang gambaran popularitas politisi terutama incumbent terhadap usulan pemekaran daerah.  
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